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BUPATI BEOMBANA
PROVINSI SULAWESI ’I‘EN(:GARA

PERATURAN BUPATI BOMBAN}} INN
NOMOR |} TAHUN 2016 '|i | |

TENTANG i

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE §
DI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOl‘i!!BANA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES;;L i
E

BUPATI BOMBANA N ; n
AR i
._ Mcnimbang: a. bahwa untuk mendorong pcrkembangan dan kemajuan -
Kabupaten Bombana pada umumnya, dsm lKPoamata.n
Poleang Barat pada khususnya, serta adanya aspxraSI yang
berkembang dalam masyarakat, maka chpandang periu
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pembangunan dan pelayanan pubhk guna mempercepat

terwujudnya kcsqahteraan masyarakat' | i E.S

b. menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomior fé'i ‘fahun | 2014
tentang Desa dalam menyatakan kelayakdn Pembentukan
Desa Persiapan, perlu menetapkan ! Pembcntukan Desa
Persiapan Gambere di Kecamatan 'Polcang Barat
Kabupaten Bombana; RIS . E

391

. c. bahwa dengan memperhankan kemampuan ekonorm,
=  potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas
' wilayah  desa, rentang  kendali p“ﬂ;{:lcno'gara:n
pemcrmtahan desa di Desa Rakadua perlu dilakukan

pembentukan Desa Pcmxapan Gambcrc, ¥ ‘ E i i
A EEER N F S N
d. bahwa atas pertimbangan sebaoaunana hurufl a, huruf b
dan huruf c di atas, periu menetapkan Peraturan Bupau
Bombana tentang Pembentukan Desa : Permapan Gambere
di Kecamatan Polcang Barat Kabupdten Bomlbana )

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun | 2003 tentang
' Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupatcn Wakatobl
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawe31 Tenggara
{lemharan Negara Repuhlik Indnvee.n ’T"a}‘-tm 2003 Nomar
. 114, Tambahan Lembaran NcgaJa ; Repubhk Indonesia
Nomor 4339); ‘ B !_;5 5
2. Undang-Undang Nomor 6 'I‘ahun 2014 itentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara chubim lndonesm ‘Nomor

5495), ./ |
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun: 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemba:an Negaral Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah -
diubah beberapa kali terakhir dengan lUndang-Unda.ng
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun ,2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaral Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679), AHERE

4. Peraturan Pemenntah Nomor . 43 ‘Ta.hun ]2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—undang Nomor Tahun
- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara chubhk Indoncsxa -
- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemba_ran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 5539) sebagalrnana telah dxubah
beberapa kali terakhir. dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan :
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
. | - Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
| Desa (Lembaran Negara Republik | Indones1a Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717); S | [ || |

5. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum lDaerah (Benta_.

P

Negara Republik Indonesia Tahun 2 2015 me}o{ 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bbmbana Nomor 22 Tahun
2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
‘Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun |/2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kq:x]a Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran "Daera.h JKabupaten

Bombana Tahun 2012 Nomor 22); +¢ 7 .| ] L

: : ‘ ; § . i ! ‘ i

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 {Tahun
2015 tentang Pcdoman Pcmbcntukan Produk Hukum

Daerah. - _‘;:__‘ E’_ .

.‘ i

~ 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun -
2015 tentang Anggaran Pendapatan ‘dan BelanJa Daerah

Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016 A

®

9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang -
Penjabaran Anggaran Pendapatan! dan’ |Belanja Dacrah
_Kabupaten Bomba.na Tahun Anggaran 20 16,' L
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- MEMUTUSKAN :

1
1

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA IH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ' |GAMBERE DI
KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dhnaksud dengan::ii |,

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. N | N
ST A

2. Pemenntah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan oleh
'~ Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pnnsm otonorm seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesxa
sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Ncgara Repubhk

Indonesia Tahun 1945. _ b |i 1..
- : ' ff." ¥ L

3. Bupati adalah Bupati Bombana : o i
4. Kecamatan adalah mlayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
¥ g

*5. Camat adalah pxmpman dan koordmator penyelcnggarazm pemenntahan

. : - . di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
’ mernperoleh pelimpahan kewenangan pemermtahan dari Bupatliuntuk

" menangani sebagian urusan otonorm daerah dan: pcnyelenggaraan tugas
umum pemerintahan; B S MZ" .
' N . i i F :

6.. Desa adalah desa dan desa adat atau yang dlsebut denga]n nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyara.kat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mcngurus
urusan pemerintahan, kepentmgan masyarakat : setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal -usul, dan/atau hak trad1sxonal yang
diakui dan dihormati dalam system pemermtahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; : ; i ?

e
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7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan umsan peinenntahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system ;pemex:intahan Negara

(i

Kesatuan Republik Indonesia; -~ - ? 3 ; E ; P

! .

. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dxsebut dengan nama
' lain dibantu Perangkat Desa sebagau unsur penyclenggaraan,Pemcnntah

Desa; . . f!:: RN
‘ ‘r-{‘f—i‘{hl
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selan_]utnya dlsmgkat dcngan BPD
' adalah lembaga yang melaksanakan fungsi . pemermtahanl yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa . berdasarkan

keterwakilan wilayah dan dltetapkan secara demokratls t

Al
HER |
10. Musyawarah Desa atau yang dlsebut dengan nama lam adalah .
- musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Desa., Pcmcnntah Desa,
dan unsur masyarakat yang dlselenggarakan i oleh [Badan

- Permusyawaratan Desa untuk menyepakau hal yang bers%fat strategls,

i .‘ i | !

11.Penduduk Desa adalah Warga ‘Negara chubhk |Indoncs:a yang

berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagal penduduk desa;
I J

12.Pembentukan Desa adalah tindakan mengad'tkan desa. baru dapat
berupa penggabungan beberapa - desa atau : sebagxan desa' yang L

bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadl dua desa atau
lebih, atau pembentukan desa dxluar desa yang telah adTi, i 1 %
i
i
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'13.Desa Per31apan adalah pcngga.mbungan beberapat dusun’ 7atau bagian

dusun yang bersandingan, atau pemekaran dan'satu desa yang

‘dalam proses pembentukan desa deﬁmtlf

Desa atau perolehan hak lainnya yang sah; _ _; S

15.Batas Alam adalah penggunaan unsur alam sepertl gunung,
~ pantai, danau, dan.lain sebagamya yang dmyatakan atqg: ditetapkan

sebagai batas wﬂayah Desa;

16.Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manu51a sepcrtx pilar

masih

batas, jalan, saluran irigasi, dan lain: sebagamya yang'dlnyatakan atau

- ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

-17.8atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan
Daerah yang menangani Desa. " SN

BAB II

PEMBENTUKAN CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH I

JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Pemekaran Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana

Bagian Kedua R
Cakupan wilayah - | :
Pasal 3 . n C

Desa Persiapan Gambere berasal dan sebaglan Wllayah|
Kecamatan Poleang Barat, yang akan terdln atas mlayah |

a. Dusun Gambere ‘ ol

b. Dusun Sakori ; : SR

c. Dusun Rasai SRRt

d. Dusun Dungguli : ' DR
Pasé.l 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Garnbere sebagaxmana;dlmaksud

\'l
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Pasal 2, maka luas wilayah Desa Rakadua berkura.ng 47 50 Km?2,

Bagian ketiga | |
Batas Wilayah - - ..
Pasa15 S

Pl
l‘"

(1) Desa Persiapan Gambere Kecamatan Poleang Bérét,:?

wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah utara berbatasan dengan Dcsa Ranokomea |

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balasan
‘c. Scbelah selatan berbatasan dengan Desa Pokorumba

|
1 _
| d;e's:a Rakadua

dalam

batas |
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d. Scbelah barat berbatasan dengan Desa Rakadu E

(2): Batas w11ayah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dig_a;mbarkan

11

dalam

peta wilayah yang tercantum dalam Lamplran I merupakan;bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupau ini. ARHE
BagianKeempat 'f '

Ibu Kota TR S CH R

Pasais L]

Letak Ibu Kota Desa Per31apan Gambere berkedudukan d1 usu‘x:ll
:ifi Tl ! ;:! N

‘ BagianKelima RS ERE

- Jumlah Penduduk SRR c

Pasal 7 R
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Jumlah Penduduk Desa Persmpan Gambere adalah 2 256% iw
!

Kepala Keluarga. N
BAB I

. PEMERINTAHAN DESA' ', |

Bagian Kesatu

Peresmian Desa Persiapan dan Pelantikan i’enjabat KF

Pasal 8

Peresmian Desa Persiapan Gambere serta pelanukan Pen_la
dilakukan oleh Bupati paling Iama 30 (tiga puluh) harl
Bupat1 ini diundangkan.

Bagian‘Kedua _ ' .
Pemerintah Desa .
Pas&l 9

-i“

Gambere.

i
ti:at Kepala Desa

Kecamatan Poleang Barat, Bupati mengangkat Pen_]abat Kepala Desa dari
Pegawai Negeri Sipil bcrdasarkan usulan Camat sesum'ke]tcntuan peraturan

Pemerintahan
‘pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenntahan
“dibentuk berdasarkan peraturan perundang—undangan l

_(2) Pembinaan dan' pengawasan terhadap penyelenggaraa

- perundang-undangan. o i
PEMBINAAN DAN PENGAWASANF o
|  Pasal10 N
(1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ! membldangl

Desa dan atau. Camat melakukan pcrnblnaan dan

desa% yang baru

1'1

I‘:i‘

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan ievaluasl
jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tlga) tahun. sejak Peraturan Bupati ini

diundangkan. ‘ iy

‘.“.
|

'(3) Hasil evaluasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (2]é

;4-5

|

]
Z ; !
men_]adl

Pernermtahan

dalam

dasar

pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentu.kan qtatus desa yang

?:l
:

_‘?i

telah dibentuk sebagannana dlmaksud dalam Pasal 2.
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' (1) Kewenangan Desa rnehput1 kewenangan d1 b1dang penyelenggaraan'
Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan -
adat1st1adatDesa P ! ; 7‘:3. : :

.. ';( ) Kewenangan Desa di Bldang Pertanahan di’ Desafff&r’siéﬁén Gambere -
' - masih tetap dilaksanakan oleh Desa Rakadua SRR

i

. BAB VI -
PEMBIAYAAN
. Pasal12.
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' “Pemblayaan yang dlperlukan sebaga1 ak1bat dlbentuknya ADesa Permapan
:Gambere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dlbebankan pada Anggaran

* Pendapatan dan BelanjaDesa Rakadua - *f;.:‘.‘; ’5 k | ;1 :
- BABVIT . i
'KETENTUAN PENUTUP i
Pasal 13 e

4
il

. i 1

) Agar setiap ‘orang dapat mengetahumya, memenntahk;m i)ieingundangan:
‘Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalams Berita. {Daerah
"';KabupatenBombana. o : ,:-,g,.f 'ff. ’f; '

P Y :2: I ! '
i pada tanggal '?‘ «T‘,"’“ 2016.

L e i e

Dlundangkan di Rumb1a R : |
padatanggal 19 Jut\ . 2016 . ocini

 SEKRETARISDAERAM Ui
" KABUPATEN BOMBANA BT R IR A )

. BERITA DAERAH KA.BUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 Ni
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA

2016

PERATURAN BUPATI; [BOMB

J¥TAHUN 2016 -

NOMOR
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1

Sy
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. DESA

' GAMBERE DI KECAMATAN POLEANG BARAT

-

: 48 gelazd !
PEMBENTUKAN

TANGGAL
TENTANG _

' PETA BATAS WILAYAH DESA RAKADUA
KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA
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